BAB ¢

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum. Indonesia pada ponsipnya mengaku bahwa
hubungan atau gerjautan antar masyarakat mempunyai batasan-batasan yang
menjamin ahk-hak firibadi maupun komunal. Ini mefupakan {ustifikasi dar pnnsip
Rule Of Law, yang menjadi salah satu cin dan nega:a hukum.

Pergaulan cesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan
hukum dengan maksud untuk mengadakan pethubungan hukum sesamanya.
Perhubungan hukum yang tesjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, di
samping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian |ag: ditentukan atau
dibentuk atas penanjian atau persetujuan mereka yang beirkepentingan.

Hukum sebagai sualu pola anutan dalam proses pembangunan harus mampu
memamkan pesanan yang terdepan karenad kwalllas hukum tersebut mendorong
seseorang uniuk beiindak secara sadar sesuai dengan kelentuen hukum dan
seseorang itu akan merasa puas karena lindakannya itu tusul mempertahankan
dan membina ketertiban sosial, dengan kesadaran hukumnya . '

Dengan pesatnya pertumbuhan sosial kemasyarakatan, hukum ternyata
mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum daiam
setiap hubungan hukum yang diadakan

Satu dar be-aneka ragamnya hubungan hukum yang timbui pada kehidupan
masyarakat adalah rnasalah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama = Pefjanjian

Pengangkutan = yang begitu sangat berkembang dewasa ni di !ndonesia, khususnya

pengangkutan udara meia'ui kargo.

' Basrah Amersah, Cipta Selecta Filsafat Hukum. Fakultas Hukum
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Perjanjian pzngangkutan udara adalah suatu sarana yang secara tidak
langsung sangat riempengaruhi serta sangal berperan dalam peningkatan
pembangunan perekonomian masyarakat.

Saat ini bentuk usaha dari suatu perjanjian pengangkutan udara khususnya
pengangkutan barang melalui kargo belum mempunyai perundang-undangan yang
mengatumya. Ketentuan yang mengatur masalah int masih dalam bentuk surat-surat
keputusan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan
bagi pertkembangan usaha pengangkutan udara itu sendiri. Perjanjian pengangkutan
udara tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi mengingat
usaha pengangkutan ini merupakan suatu bentuk petjanjian, besanti tidak teriepas
dari Buku Il KUH Perdata.

Seperti halnya masaiah perjanjian pada umumnya, setiap pefjanjian senng
sekali terradi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya apa yang kita
kenal dengan istilah * wanprestasi * dan " nisiko * yang selanjutnya akan dibahas
dalam skripsi im

Masalah petjanjian pengangkutan khususnya masalah pengangkutan udara
melalui kargo. berpiridahnya sualu barang ke tempat y2ng satu ke tempat yang lain
di dalam hal penyediaan akan keperluan suatu masyarakat pada suatu daerah
adalah sangat menujang-sekali pembangunan nasional.

Dapat kita bayangkan suatu masyarakat pada suatu daerah yang tidak
mempunya: pengangkutan, atau tidak dapat dicapai oleh pengangkutan maka rakyat
pada daerah itu tentu akan kesulitan sekali di dalam petmasalahan penyediaan
sarana dan prasarana kehidupannya. Selain ity dapat kita lihat pula akan matinya

suatu perekonomian masyarakst tanpa adanya pengangkutan, Dengan hal tersebut
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